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HUBUNGAN ANTARA KEPEMILIKAN ASURANSI KESEHATAN DAN AKSES
PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Serlie Littik1

Abstract: When people is sick, they will be faced into option to go to health
facilities, self-medication or doing nothing. Many factors are related with decision to
use health facilities. One of them is insurance ownership. This study will learn health
access relationship in NTT Province by using National Social Economic Survay
(Susenas) 2004. Adjusted Wald test was used to know relationship between health
insurance ownership and health service access. Study result found that there was
no relationship between health insurance ownership and health service access in
NTT Province.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Visi Indonesia sehat bertujuan
agar masyarakat memiliki
kemampuan untuk menjangkau
pelayanan kesehatan yang bermutu,
adil dan merata. Untuk dapat
mengakses, maka pemerintah
berkewajiban untuk menyediakan
fasilitas pelayanan kesehatan. Sampai
saat ini telah banyak fasilitas
pelayanan kesehatan yang dibangun
pemerintah, dan pembangunan fisik
ini sedikit banyak telah memberikan
sumbangan terhadap meningkatnya
status kesehatan.

Namun meningkatnya jumlah
penduduk, bertambah banyaknya
masalah kesehatan, dan biaya
perawatan kesehatan yang terus
meningkat, menyebabkan
peningkatan biaya kesehatan yang
harus ditanggung pemerintah padahal
saat ini kemampuan pemerintah untuk
menyediakan dana sangat terbatas.
Salah satu alternatif pembiayaan
kesehatan adalah melalui asuransi
kesehatan. Dalam asuransi
kesehatan, kerugian ekonomi akan
ditanggung bersama-sama diantara
peserta.

Saat ini baru sekitar 21%
penduduk Indonesia yang memiliki
jaminan/asuransi kesehatan
(www.waspada.co.id). Sedangkan
Penduduk Propinsi NTT yang memiliki
jaminan/asuransi kesehatan hanya

8,36% (325.064 orang) dari 3.888.735
penduduk (Dinkes NTT, 2003).

Propinsi NTT merupakan
propinsi yang memiliki keragaman dari
segi kondisi geografis. Daerah dengan
banyak pulau dan topografi berbukit-
bukit ini merupakan propinsi termiskin
ke empat di Indonesia dengan
persentase penduduk miskin 30,74%
(BPS, 2003). Secara khusus untuk
sektor kesehatan, dari beberapa
indikator derajat kesehatan, Propinsi
NTT masih cukup jauh tertinggal di
banding propinsi lainnya di Indonesia.
Akses ke pelayanan kesehatan pun
masih rendah. Handayani, dkk (2003)
juga melaporkan bahwa akses
terhadap pelayanan rawat jalan,
dilihat dari penggunaan fasilitas
pelayanan kesehatan (baik milik
pemerintah maupun swasta) baru
mencapai 50,7%.  Sedangkan
penduduk yang pernah mendapatkan
rawat inap dalam setahun terakhir
hanya 2,4% dari total penduduk.

Salah satu cara meningkatkan
status kesehatan adalah melalui
meningkatkan akses pelayanan
kesehatan. Secara teori, salah satu
cara meningkatkan akses pelayanan
kesehatan adalah melalui pemberian
asuransi kesehatan sehingga
masyarakat dapat lebih mudah
menjangkau pelayanan kesehatan
yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan
dengan adanya asuransi kesehatan,
bisa mengurangi hambatan finansial
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masyarakat untuk menjangkau
pelayanan kesehatan. Selanjutnya
dengan dikeluarkannya UU No. 40
tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) yang akan
diberlakukan secara nasional,
termasuk di NTT, maka dirasakan
penting untuk mengetahui hubungan
asuransi dengan akses pelayanan
kesehatan di propinsi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara
kepemilikan asuransi kesehatan
dengan akses pelayanan kesehatan di
Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sedangkan manfaatnya adalah untuk
menyediakan informasi yang
dibutuhkan untuk pengambilan
keputusan, khususnya dalam
pengalokasian sumber daya yang
terbatas untuk peningkatan akses
pelayanan kesehatan, yang pada
akhirnya diharapkan akan dapat
meningkatkan status kesehatan
seluruh penduduk NTT.

Asuransi kesehatan
Pengertian dan Jenis Asuransi
Kesehatan

Dalam hidup ini, manusia tidak
bisa secara mutlak terhindar dari
bahaya baik itu sakit, kecelakaan,
bencana alam, tindakan kriminal
bahkan kematian. Beberapa
diantaranya membawa dampak
berupa kerugian ekonomi. Salah satu
cara yang dapat dilakukan untuk
menghadapi kemungkinan kerugian
itu adalah melalui sistem asuransi
(HIAA, 2000).

Asosiasi Asuransi Kesehatan
Amerika (HIAA) mendefinisikan
asuransi kesehatan sebagai :
“…Plan of risk management that, for a
price, offers the insured an opportunity
to share the costs of possible
economic loss through an entity called
an insured.”

Esensi asuransi adalah
mendistribusikan resiko/bahaya,
(HIAA, 2000). Jadi asuransi pada
dasarnya adalah suatu menajemen
resiko, dimana kepada para

pesertanya ditawarkan kesempatan
untuk bersama-sama menanggung
kerugian ekonomi yang mungkin
timbul, dengan cara membayar premi
kepada perusahaan asuransi.

Asuransi kesehatan
merupakan salah satu upaya untuk
mendekatkan akses masyarakat kecil
ke pelayanan kesehatan. Seperti
diketahui, selama ini biaya kesehatan
di Indonesia amat mahal dan relatif
belum terjangkau sebagian besar
masyarakat Indonesia (Kompas, 08
Maret 2005). Kecenderungan
meningkatnya biaya pemeliharaan
kesehatan menyulitkan akses
masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang dibutuhkannya.
Keadaan ini terjadi terutama pada
keadaan dimana pembiayaannya
harus ditanggung sendiri (out of
pocket) dalam sistim tunai (fee for
service) (www.jpkm-online.net).

Di Indonesia, berdasarkan
studi, 20% dari masyarakat terlindungi
oleh salah satu jaminan pemeliharaan
kesehatan (asuransi kesehatan) di
tahun 2001. Dari mereka yang
terlindungi oleh asuransi kesehatan,
kira-kira setengah dari mereka
tergabung dalam Askes. Masyarakat
yang berada di bawah garis
kemiskinan dan yang tinggal di daerah
pedesaan tidak terlindungi oleh
kebanyakan program kecuali oleh
Kartu Sehat (Riyadi, dkk., 2005).

Ketersediaan asuransi
kesehatan dalam data Susenas 2001
yaitu merujuk pada keikutsertaan
penduduk menjadi peserta asuransi
kesehatan. Jenis asuransi meliputi :
Askes, Astek/Jamsostek,
Perusahaan/Kantor, Asuransi lain,
Dana Sehat, Kartu Sehat dan JPKM.

Dalam penelitian ini, yang
dimaksud dengan kepemilikan
asuransi kesehatan adalah
ketersediaan asuransi untuk
keperluan rawat jalan/rawat inap.
Untuk keperluan analisis, asuransi
kesehatan terbagi atas 4 kategori,
yaitu : (1) Askes (Asuransi Kesehatan)
adalah asuransi kesehatan bagi

http://64.233.187.104/search?q=cache:ytrgI7hd1AAJ:www.jpkm-online.net/++site:www.jpkm-online.net+%22JPK+Gakin%22&hl=id
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pegawai negeri dan pensiunan TNI,
dan keluarganya, yang dikelola oleh
PT Persero Askes. Termasuk pegawai
swasta yang ikut program Askes. (2)
Astek (Asuransi Tenaga Kerja) /
Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga
Kerja) dan Perusahaan/kantor adalah
asuransi bagi tenaga kerja swasta
yang dikelola oleh PT Astek.
Sedangkan yang dimaksud dengan
asuransi perusahaan/kantor adalah
perusahaan/kantor yang menyediakan
biaya atau tempat berobat bagi
karyawan dan mungkin keluarganya
bila sakit. (3) JPKM (Jaminan
pembiayaan kesehatan Masyarakat)
adalah suatu cara penyelenggaraan
pemeliharaan kesehatan paripurna
berdasarkan azas usaha bersama dan
kekeluargaan yang berkesinam-
bungan dan dengan mutu terjamin
serta pembiayaan yang dilaksanakan
secara pra-upaya. Pembiayaan
secara pra-upaya adalah pembiayaan
kepada pemberi pelayanan kesehatan
yang dibayar dimuka (pra-upaya) oleh
badan penyelenggara untuk
memelihara kesehatan peserta JPKM.
Pra-upaya juga berarti bahwa peserta
JPKM membayar dimuka sejumlah
iuran secara teratur kepada badan
penyelenggara agar kebutuhan
pemeliharaan kesehatannya terjamin.
(4) Kartu sehat adalah kartu yang
digunakan untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan gratis bagi
keluarga tidak mampu, yang
dikeluarkan oleh pemerintah
setempat.

Pengertian masing-masing
asuransi di atas sesuai dengan
Pedoman Pencacah Kor yang
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS, 2003). Di luar kepemilikan
asuransi diatas, maka dikelompokkan
kedalam penduduk yang tidak
mempunyai asuransi.

Kepemilikan asuransi kesehatan
Kepemilikan asuransi

kesehatan memberikan dampak
positif terhadap penggunaan/akses
fasilitas kesehatan (Hidayat, et al,

2004; Setyowati dan A.Lubis, 2003;
Trujillo, 2003; Yuliawati, 2002; Liu, et
al, 2002; Hsia, et al, 2000; Waters,
2000).  Dalam artikel khususnya,
Newacheck, et al (1998) menyatakan
bahwa efek asuransi memberikan
hasil statistik yang signifikan
meskipun beberapa variabel yang
berpotensi sebagai comfounding,
seperti pendapatan keluarga dan
status kesehatan anak-anak telah
dikontrol. Anak-anak yang tidak
mempunyai asuransi mempunyai
angka kunjungan (kontak dengan
dokter) yang lebih rendah
dibandingkan dengan anak yang
mempunyai asuransi. Hal ini
disimpulkan dari penelitiannya
terhadap anak-anak di bawah usia 18
tahun, dengan menggunakan data
National Health Interview Survay
tahun 1993-1994.

Hasil yang sama juga
diperoleh Szilagyi, et al (2004) bahwa
seperti halnya pada penggunaan
bivariat, hasil analisis dengan
multivariat mengindikasikan bahwa
peningkatan-peningkatan akses
terhadap pelayanan kesehatan tidak
disebabkan oleh faktor demografi atau
faktor-faktor pelayanan kesehatan
yang pernah diterima. Jadi dapat
disimpulkan bahwa asuransi
meningkatkan akses, kesinambungan
dan kualitas pelayanan kesehatan.

Akses pelayanan kesehatan
Dalam penelitian ini, yang

dimaksud dengan akses adalah
kemudahan penggunaan fasilitas
pelayanan kesehatan oleh individu
dengan kebutuhan akan pelayanan
kesehatan.  Kebutuhan diukur sebagai
gangguan kesehatan atau kesakitan
yang dikeluhkan sendiri oleh individu
yang bersangkutan.

Akses pelayanan kesehatan
untuk orang miskin di kawasan Asia
Tenggara, khususnya di Indonesia
masih kurang. Bila hal tersebut tidak
diatasi, maka jumlah jenis penyakit
yang diderita penduduk akan tetap
tinggi (Suara Pembaruan, 16 Februari
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2004).  Akses pelayanan kesehatan di
seluruh Indonesia juga belum merata.
Ketidakmerataan pelayanan
kesehatan dasar di Indonesia terjadi
karena masih terdapatnya perbedaan
kesempatan mendapatkan akses dan
pemanfaatan akses terhadap
pelayanan kesehatan (Suara
Pembaruan, 21 September 2004).

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian

Studi ini menggunakan data
sekunder gabungan dari Kuesioner
Modul Perumahan dan Kesehatan
(VSEN2004.MPK) dan Kuesioner Kor
(VSEN2004.K) Susenas 2004, Subset
data Propinsi NTT. Rancangan
Susenas 2004 ini dilakukan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) dengan
menggunakan desain cross sectional.

Populasi dan Sampel
Populasi sasaran yang

termasuk sampel analisis ini adalah
semua penduduk di Propinsi NTT
pada tahun 2004. Yang menjadi
sampel penelitian ini adalah semua
individu yang menjadi sampel
Susenas 2004.

Analisis Data
Analisis Univariat dilakukan

untuk melihat sebaran/distribusi
masing-masing variabel yang diteliti.
Dari hasil analisis univariat, pada
beberapa variabel dilakukan
pengelompokkan menjadi variabel
baru dengan kategori yang
disesuaikan untuk keperluan analisis
selanjutnya.

Analisis Bivariat dilakukan
untuk melihat adanya
hubungan/perbedaan secara statistik
antara tiap-tiap parameter (kategori).
Uji yang digunakan adalah Adjusted
Wald  Test. Uji kemaknaan dilakukan
dengan menggunakan =0,05 dan
confidence interval 95%, dengan
ketentuan jika : Pvalue > 0,05 berarti
Ho gagal ditolak (Pv > ), Uji statistik
menunjukkan tidak adanya

hubungan/perbedaan yang bermakna
atau Pvalue <= 0,05 berarti Ho ditolak
(Pv <= ), Uji statistik menunjukkan
adanya hubungan/perbedaan yang
bermakna.

HASIL
Karakteristik Responden

Jumlah responden seluruhnya
adalah 1788. Dari total responden,
48,49% diantaranya adalah laki-laki
dan 51,51% adalah perempuan.
Sedangkan berdasarkan tipe daerah,
83,05% responden tinggal di daerah
pedesaan sedangkan 16,95%
responden tinggal di daerah
perkotaan. Sebagian besar responden
adalah individu yang telah menikah
(67,34%) dengan tingkat pendidikan
terbanyak (65,49%) adalah tamat
pendidikan dasar (SD, SLB, MI, SLTP
dan MTs).

Data pekerjaan responden
digolongkan menjadi dua kelompok
yaitu, responden yang mempunyai
pekerjaan dan responden yang tidak
mempunyai pekerjaan
(menganggur/sekolah/pensiun).
Pengelompokan tersebut dilakukan
karena data Susenas 2004 yang
digunakan tidak dapat
menggambarkan distribusi pekerjaan
yang sebenarnya di Propinsi NTT.
Berdasarkan pengelompokan
tersebut, diperoleh persentase rata-
rata responden yang bekerja adalah
68,68% dengan pendapatan rata-rata
tiap rumah tangga Rp 488.714/bulan.

Variabel umur dikelompokkan
menjadi dua kelompok yaitu kelompok
umur responden kurang dari 60 tahun
dan kelompok umur responden lebih
dari atau sama dengan 60 tahun.
Berdasarkan pengelompokan umur
responden yang dilakukan, diperoleh
rata-rata umur responden adalah 39
tahun.

Kepemilikan Asuransi
Sebanyak 64,97% penduduk

NTT masih belum memiliki asuransi
kesehatan. Tabel 1 memberikan
gambaran masih rendahnya
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kepemilikan asuransi kesehatan di
Propinsi NTT.  Kategori asuransi yang
paling banyak dimiliki oleh penduduk
di Propinsi NTT adalah Kartu Sehat.
Sedangkan kategori asuransi yang
paling sedikit dimiliki adalah
Jamsostek.

Tabel 1. Distribusi Penduduk Menurut
Kepemilikan Asuransi Kesehatan
di Propinsi NTT Tahun 2004

Tipe Asuransi Jumlah (%)
Tidak memiliki asuransi
Kesehatan 64,97

Askes 7,51
Jamsostek 0,75
JPKM 2,17
Kartu Sehat 24,36

Berdasarkan hasil uji Wald
(Adjusted Wald test), diketahui bahwa
faktor-faktor yang berhubungan
dengan kepemilikan asuransi di
Propinsi NTT adalah umur
(Jamsostek), tingkat pendidikan dan
wilayah (kecuali JPKM). Kepemilikan
asuransi di daerah ini bukan karena
kesadaran masyarakat sendiri untuk
membeli asuransi karena mereka
lebih mementingkan pemenuhan
kebutuhan sehari-hari yang masih
berkekurangan.

Akses ke Fasilitas Pelayanan Rawat
Inap

Akses pelayanan rawat inap
dalam penelitian ini diukur dari
penggunaan pelayanan rawat inap
dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Sebanyak 1,4% penduduk Propinsi
NTT telah menggunakan fasilitas
pelayanan rawat inap selama tahun
2003.

Dari hasil analisis (Tabel 3)
diketahui bahwa kepemilikan asuransi
tidak berhubungan dengan
penggunaan pelayanan rawat inap
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Akses Pelayanan Rawat Jalan
Akses rawat jalan dalam

penelitian ini diukur berdasarkan
pemanfaatan fasilitas pelayanan rawat
jalan selama 1 bulan sebelum

wawancara dilakukan. Seperti juga
pada akses rawat inap sebelumnya,
akses rawat jalan dibagi dalam 2 yaitu
rawat jalan pada fasilitas kesehatan
milik pemerintah dan pada fasilitas
kesehatan milik swasta.

PEMBAHASAN
Kelemahan dalam penelitian

ini adalah dari cara pengukuran.
Pengukuran dilakukan oleh mantri
statistik dan mitranya, yang bukan
tenaga kesehatan sehingga ada
kemungkinan kekurangpahaman
dalam penggalian data yang terkait
dengan kesehatan.  Mutu data
dipengaruhi oleh ketrampilan
pengumpul data dalam menggali
informasi, mengingat data merupakan
kejadian pada kurun waktu satu bulan
(untuk semua data) sampai satu tahun
terakhir (khusus data rawat inap). Jadi
ada kemungkinan terjadi recall bias.

Menurut data Susenas 2004
yang diolah (tabel 1), cakupan
asuransi terbanyak di Propinsi NTT
berasal dari kartu sehat (24,36%).
Penduduk yang memiliki asuransi tipe
Askes 7,75% sedangkan kepemilikan
JPKM hanya 2,17%. Persentase
kepemilikan terkecil adalah pada tipe
asuransi jamsostek (0,75%).  Jadi,
masih ada 64,97% penduduk lainnya
yang tidak terlindungi oleh asuransi
kesehatan.

Tingginya kepemilikan kartu
sehat berkaitan dengan banyaknya
masyarakat tidak mampu di propinsi
ini. Sedangkan rendahnya
kepemilikan asuransi tipe Jamsostek,
disebabkan karena Propinsi NTT tidak
mempunyai banyak sektor swasta
(seperti industri, perusahaan-
perusahaan) yang secara formal
mampu memberikan asuransi
kesehatan bagi tenaga kerjanya.

Secara keseluruhan,
ditemukan bahwa asuransi tidak
berhubungan dengan akses
masyarakat terhadap fasilitas
kesehatan.  Hasil analisis memang
menunjukkan bahwa terjadi sedikit
peningkatan penggunaan fasilitas
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Tabel 2. Distribusi Proporsi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi, Wilayah, Kebutuhan kesehatan
dan Kepemilikan Asuransi di Propinsi NTT Tahun 2004

Distribusi Asuransi menurut Variabel
:

Asuransi Kesehatan TotalAskes Jamsostek JPKM Kartu Sehat
Total kepemilikan asuransi
kesehatan di Prop NTT

7,51 0,75 2,17 24,36 35,03

Umur
<60 tahun
>=60 tahun

F (1, 97)

8,13
5.23
2,55

0,86
0

7,38**

2,11
2,56
0,29

24,87
31,61

2,03

34,63
37,70

Jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan

F (1,97)

8,16
7,37
0,32

0,71
0,78
0,04

2,29
2,05
0,14

25,3
23,26

1,00

36,69
33,46

Tingkat Pendidikan
Tidak sekolah/ tidak tamat SD
Tamat Pend. Dasar
Tamat pend. Menengah
Tamat Pend.Tinggi

F (3,95)

0,42
3,02

23,15
46,24

41,51**

0
0,18
2,73
4,41

3,42*

2,01
2,10
2,65

0
1,74

32,93
27,89
16,56

4,30
12,28**

32,15
32,01
44,43
54,95

Pekerjaan
Tidak bekerja
Bekerja

F (1.97)

9,77
6,83
2,98

1,09
0,59
1,78

2,65
1,95
1,26

24,12
24,47

0,01

37,63
33,83

Status Perkawinan
Belum menikah
Menikah
Cerai hidup/mati

F (1,97)

6,25
8,65
5,12
2,96

0,76
0,85

0
0,02

1,71
2,31
2,22
0,28

21,86
24,76
27,33

1,03

30,59
36,58
34,67

Wilayah
Desa
Kota

F (1,97)

4,98
20,79

27,33**

0,07
3,96

7,88**

2,56
0,33
3,16

26,94
12,21
9,98**

34,55
37,29

Catatan : Total sample 1.788; F adalah Adjusted Wald Test; (**) signifikan pada level 1%; (*) signifikan
pada level 5%

Tabel 3.   Distribusi Kepemilikan Asuransi terhadap Akses Rawat Inap pada Fasilitas Kesehatan milik
Pemerintah dan Swasta di Propinsi NTT Tahun 2004

Kepemilikan asuransi Pemerintah Swasta Total
Tidak punya asuransi
ASKES
Jamsostek
JPKM
Kartu Sehat

F (4,94)

0,61
2,21
7,71
5,23
1,61
2,37

0
1,49

0
0

0,68
2,15

0,61
3,70
7,71
5,23
2,29

Catatan : Total sample 1.788; F adalah Adjusted Wald Test; (**) signifikan pada level 1%; (*) signifikan
pada level 5%

Tabel 4. Distribusi Kepemilikan Asuransi terhadap Akses Rawat Jalan pada Fasilitas Kesehatan milik
Pemerintah dan Swasta di Propinsi NTT Tahun 2004

Kepemilikan asuransi Pemerintah Swasta Total

Tidak punya asuransi
ASKES
Jamsostek
JPKM
Kartu Sehat/Kartu Sehat

F (4,94)

10,38
10,87

7,71
15,37
15,59

1,28

4,74
8,74
3,09
7,69
2,73
2,27

15,12
19,61
38,58
23,05
18,33

Catatan : Total sample 1.788; F adalah Adjusted Wald Test; (**) signifikan pada level 1%; (*) signifikan
pada level 5%
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pelayanan kesehatan, tetapi hal itu
tidak signifikan.

Penggunaan fasilitas
pelayanan kesehatan ini berhubungan
erat dengan kejadian kesakitan,
walaupun penyakit bukanlah satu-
satunya faktor penentu orang mencari
pengobatan atau memanfaatkan
fasilitas kesehatan. Teori ini berlaku di
Propinsi NTT. Banyak faktor lainnya
yang mempengaruhi (tabel 4 dan 5).

SIMPULAN DAN SARAN
Hasil analisis menunjukkan

bahwa kepemilikan asuransi
kesehatan di Propinsi NTT tidak
berhubungan dengan pemanfaatan
fasilitas rawat jalan atau rawat inap
baik milik pemerintah maupun swasta
(tabel 3). Hasil ini kontras dengan
hasil penelitian lainnya (Hidayat, et al,
2004; Szilagyi, et al, 2004; Setyowati
dan A.Lubis, 2003; Trujillo, 2003;
Yuliawati, 2002; Liu, et al, 2002; Hsia,
et al, 2000; Waters, 2000; Thabrany
dan Pujianto, 2000; Newacheck, et al,
1998). Walaupun memiliki asuransi,
masyarakat lebih memilih untuk
mengabaikan keluhan kesehatan
yang ada ataupun mencari
pengobatan sendiri dibanding mencari
pengobatan ke fasilitas kesehatan.
Hal ini disebabkan karena beberapa
hal. Pertama, letak fasilitas kesehatan
yang cukup jauh (rata-rata 7 km) dari
tempat tinggal mereka, dengan
topografi yang tidak rata. Bahkan
masih ada sekelompok masyarakat
yang tinggal 99 km dari fasilitas
kesehatan. Belum lagi ditambah
dengan transportasi umum yang
cukup jarang ditemui dan relative
mahal bagi mereka. Kedua,
rendahnya kualitas pelayanan
kesehatan dan prosedur klaim yang
kurang sederhana.

Untuk itu, maka dapat
disarankan agar dilakukan
penyuluhan kesehatan untuk
meningkatkan status kesehatan
masyarakat sehingga masyarakat
tidak hanya tergantung pada fasilitas
pelayanan kesehatan. Selain itu,

Pemerintah ataupun pihak asuransi
perlu menyederhanakan prosedur
klaim asuransi (birokrasi) agar tidak
menjadi kendala penggunaan
asuransi/jaminan pembiayaan
kesehatan oleh masyarakat

Hasil studi juga menunjukkan
bahwa kepemilikan kartu sehat yang
hampir sama antar kuintil
pengeluaran. Bahkan 51%
kepemilikan asuransi pada kelompok
terkaya (Q5) adalah dari kartu sehat.
Demikian juga dengan kelompok
masyarakat kaya (Q4), yang
kepemilikan kartu sehatnya mencapai
74%. Di sini terlihat bahwa distribusi
kartu sehat tidak tepat sasaran karena
kartu sehat adalah jaminan kesehatan
yang diberikan oleh pemerintah bagi
keluarga tidak mampu secara
ekonomi. Karena itu, sosialisasi kartu
sehat di tingkat masyarakat dan
pemberi pelayanan kesehatan sangat
penting agar masyarakat juga turut
mengawasi distribusi kartu sehat
tersebut.
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